NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT

KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa

S

WALI NAGARI SUNGAI PULAL,

bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);



10.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atu
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 6485);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19
dan Penegasan Padat Karya Tunai;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 14 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang
Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;



21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

23. Keputusan Camat Silaut Nomor : 140/  /kpts-CS-PS/V/2020 tentang
Keputusan Evaluasi Perubahan Anggatan Pendapatan dan Belanja

Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SUNGAI PULAI
Dan
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp.1.438.200.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu
Rupiah), berkurang sejumlah Rp.58.131700.00,- (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tiga
Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.380.257.500,00,- (Satu Milyar
Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh ribu Lima ratus Rupiah,- )
dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan Semula Menjadi Bertambah
/Berkurang

Pendapatan Asli Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 -
Pendapatan Transfer 1.433.039.200,00  1.374.907.500,00  (58.131.700,00)
Pendapatan Lain-lain 1.350.000,00 1.350.000,00 -
Jumlah Pendapatan 1.433.039.200,00  1.374.907.500,00  (58.131.700,00)

2. Belanja
Belanja Pegawai 417.674.052,00 414.095.652,00 (3.578.400,00
Belanja Barang dan Jasa 435.673.057,62 288.458.157,62  (147.214.900.00)
Belanja Modal 587.953.500,00 493.554.100,00  (94.339.400,00)
Belanja Tidak Terduga 2.000.000.00 189.061.000,00 189.061.000,00
Jumlah Belanja 1.443.300.609,62 1.385.168.909,62  (58.131.700,00)
Surplus / (Defisit) (4.911.409,62) (4.911.409,62) 0,00

3. PEMBIAYAAN

a .Penerimaan Pembiayaan 54.911.409,62 54.911.409,62 0
SILPA Tahun Sebelumnya 54.911.409,62 54.911.409,62 0

b . Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0
Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0
Pembiayaan Netto 4.911.409,62 4.911.409,62 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB
Nagari.



Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini
dalam Lembaran Nagari Sungai Pulai

Ditetapkandi ~ : Silaut I1l
Padatanggal : 19 September 2020

Di diundangkandi  : Sungai Pulai
pada tanggal : September 2020

Sekretaris Nagari S i Pulai

SITI JUNAINI
LEMBARAN NAGARI SUNGAI PULAI TAHUN 2020 NOMOR 5



